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POLITISASI PARKIR BERLANGGANAN

Studi Kasus Proses Pembuatan Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Perda Nomor 1 Tahun

2006 Dan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Di Sidoarjo1

Mochamad Najib (071013050)2

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan kebijakan publik di Kabupaten Sidoarjo mengenai parkir
berlangganan yang diatur dalam pada Perda nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan
parkir. Tujuannya adalah untuk mengetahui mengenai peran pemerintah dan aktor lainnya
serta faktor apa yang melatarbelakangi dalam pembuatan kebijakan tersebut. Kebijakan
parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo ini sebagai bentuk adanya otonomi daerahmencari
sumber-sumber keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai belanja daerah. Namun
kebijakan ini bukan tanpa masalah, banyaknya kepentingan beberapa pihak baik mengenai
pembagian hasil retribusi maupun mekanisme parkir berlangganan tersebut membuat
implementasi dari kebijakan ini tidak berjalan maksimal. Melalui pendekatan kualitatif yang
didukung oleh teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, maka
penelitian ini berusaha menampilkan data yang bersifat deskriptif. Sedangkan teknik
pengambilan informan dilakukan secara purposive sampling.Hasil penelitian yang didapat
menunjukkan latar belakang Pemkab Sidoarjo membuat kebijakan ini adalah bocornya PAD
pada retribusi parkir yang disebabkan oleh banyaknya parkir liar. Peran para lembaga di
Kabupaten Sidoarjo turut serta dalam pembuatan kebijakan ini seperti Pemkab, DPRD,
Dispenda dan Polres Sidoarjo. Kebijakan parkir berlangganan ini dimuati banyak
kepentingan yang akhirnya jadi bersifat politis. Pemerintah Sidoarjo tidak merespon tuntutan
masyarakat untuk menghapus atau menambahkan penjelasan bahwasannya parkir
berlangganan itu wajib atau tidak sehingga implementasi di lapangan tidak maksimal.

Kata kunci : Otonomi Daerah, Kebijakan Parkir Berlangganan, Kebijakan Publik,Perda,
Politisasi

1 Judul penelitian ini merupakan hasil dari penelitian skripsi penulis
2 Penulis merupakan mahasiswa S1 Ilmu Politik Universitas Airlangga angkatan 2010
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Abstract

This research describes the public policy about regarding parking in sidoarjo
subscription parking in the regulation no 2 of 2012 concerning the organization of parking.
The purpose is to know about the role of government and other actors as well as what factors
are behind the policy making.The subscribe parking policy in Sidoarjo is a form of regional
autonomy for seeking financial resouces that can be used to finance expenditure. But this
policy is not without a problem, many of the interests of some parties, sharing a parking
retribution or subscription mechanism makes the implementation of this policy is not running
optimally.Through the qualitative approach that is suppported by data collection techniques
such as interviews and documentations, this research seeks to show the data that is
descriptive. While the technique of taking informant conducted by purposive sampling.The
research results obtained indicate the background Pemkab Sidoarjo makes this policy is
leaking PAD on parking retribution caused by a large number of illegal parking. The role of
the institution in Sidoarjo participate in making policy such as Pemkab, DPRD, Dispenda and
Polres Sidoarjo. This subscribe parking policy is loaded with many interests that ultimately
political. The Sidoarjo goverment is not respond to the demands of society to remove or add
an explanation that subscribe parking have to or not so that the implementation in the field is
not maximal.

Keywords: Local Autonomy, Subscription Parking Policy, Public Policy,
Regulation,Politicization.
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Pendahuluan

Runtuhnya rezim orde baru tidak terlepas dari tuntutan otonomi daerah, dengan

bergulirnya Era Reformasi di penghujung era 90-an menumbuhkan masyarakatmasyarakat

bermental pembangunan yang berkualitas di bangsa dan negara Indonesiaini. Otonomi daerah

merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga negara untuk

lebih mampu mengembangkan daya kreativitasnya,dengan demikian otonomi daerah

merupakan kebutuhan dalam era globalisasi danreformasi. Otonomi daerah bertujuan untuk

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat

dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Daerah perlu diberikan kewenangan untuk

melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan  rumah tangganya.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi

muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas  pembantuan dan

menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota.DPRD dan Pemerintah

Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal/daerah,

sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

daerahnya.

Daerah perlu diberikan kewenangan untuk melaksanakan berbagai urusan

pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum

yang diamanatkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah

direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang

RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah agar otonomi daerah dapat

terlaksana sesuai dengan tujuan, penerapan otonomi daerah telah membuka peluang bagi

daerah provinsi, daerah kabupaten/kota untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya

membangun daerah guna mengimplementasikan makna otonomi yang luas, nyata dan

bertanggung jawab.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diharapkan dapat mendorong

peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta

mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan

memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Serta
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diharapkan memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran

pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki

informasi paling lengkap. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota

dilaksanakan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada

pemerintah daerah secara proposional.

Dengan adanya otonomi atau penyerahan wewenang kekuasaan dari pusat ke daerah

maka kemudian setiap daerah berhak untuk membuat kebijakan-kebijakan publik di daerah

yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan yang ada di daerah

tersebut.Seperti pada daerah Sidoarjo dengan adanya otonomi daerah ini juga membuat

pemerintah daerah Sidoarjo memiliki wewenang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada

di daerahnya secara bijak dengan memprioritaskan kepentingan masyarakatnya, dengan

adanya pelaksanaan otonomi daerah jelas mendorong pemerintah Sidoarjo untuk

meningkatkan dan mengembangkan penerimaan daerahnya dengan mencari sumber-sumber

keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai belanja daerah sehingga dapat

meningkatkan pembangunan daerah itu sendiri.

Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah tersebut pemerintah Sidoarjo membuat

kebijakan parkir berlangganan. Kebijakan parkir berlangganan sebenarnya sudah banyak

dilakukan beberapa kota di Indonesia dan terbukti sampai saat ini masih berjalan, salah satu

kota yang sampai saat ini berjalan retribusi parkir berlangganan adalah kota Sidoarjo, parkir

berlangganan dapat diartikan sebagai suatu prosedur operasional perparkiran dimana

pengguna jasa parkir membayar tarif parkir di awal pembayaran, dan selanjutnya bisa

menggunakannya secara berlangganan pada jangka waktu yang ditentukan (misalnya satu

tahun). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menetapkan peraturan parkir berlangganan

sejak tahun 2006.

Namun seiring dengan berjalannya peraturan daerah tetang parkir berlangganan di

Sidoarjo saat ini semakin tidak ada kejelasan, dalam Perda tahun 2012 tidak disebutkan

tentang kewajiban membayar retribusi parkir berlangganan. Ketidakjelasan Perda tentang

retribusi parkir berlangganan ini semakin menggambarkan bagaimana pemerintah kabupaten

Sidoarjo dalam proses pembuatan perda masih saja memiliki kekurangan.

Di Kabupaten Sidoarjo Pemberlakuaan Kebijakan parkir berlangganan itu sendiri

menyusul ditetapkannya Perda Nomor 1 tahun 2006 tentang Retribusi Parkir. Dalam Perda

itu disebutkan, parkir berlangganan adalah penggunaan pelayanan parkir yang



450Jurnal Politik Muda, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014, 446-458

pembayarannya secara berlangganan.Namun parkir berlangganan yang di terapkan

pemerintah tidak semua tempat lantas gratis, ada tempat-tempat tertentu yang bertanda

kawasan parkir berlangganan tentunya tempat-tempat tersebut berdasarkan rujukan Pemkab

Sidoarjo.

Perda yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ini merupakan salah satu bentuk dari

kebijakan publik yang seharusnya bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi

masyarakat. Akan tetapi, setelah melihat implikasi dari Perda tersebut, pada kenyataannya

terdapat kepentingan-kepentingan yang diselipkan di dalam kebijakan tersebut.Kepentingan-

kepentingan dalam pembuatan Perda salah satunya tercermin dalam Perda parkir

berlangganan, dimana ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan parkir berlangganan.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap Perda yang ada direspon oleh fraksi PAN-PKS DPRD

Sidoarjo, mereka mendesak pemerintah agar tidak lagi mewajibkan parkir berlangganan.

Dengan adanya UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merasa adanya suatu tuntutan untuk mengundangkan

Perda Nomor 2 Tahun 2012 Kabupaten Sidoarjo yang mana isi perda tersebut tidak jauh

berbeda dengan Perda Nomor 1 Tahun 2006 Kabupaten Sidoarjo. Dengan mengundangkan

kembali Perda mengenai parkir berlangganan mengakibatkan munculnya kembali ketentuan

parkir berlangganan yang dimuat dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 Kabupaten Sidoarjo.

Pada tahun 2013 ini Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo berinovasi dengan

mengeluarkan kartu parkir berlangganan atau smart card, kartu parkir berlangganan akan

diberikan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut, prosedurnya

sama seperti dengan stiker parkir berlangganan yang selama ini digunakan hanya saja saat ini

stiker berlangganan berganti menjadi smart card atau kartu parkir berlangganan.
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Dapat dilihat ketidakjelasan dalam pembentukan kebijakan parkir berlangganan

tersebut bersifat politis. Sifat politis birokrasi sendiri berarti membuat agar pemerintah

Sidoarjo bekerja dan berbuat sesuai dengan kepentingan politik yang berkuasa. Kepentingan

politik yang terlihat seperti beberapa Fraksi di DPRD mengusulkan agar Perda mengenai

parkir berlangganan di hapuskan, karena melihat banyak masyarakat tidak setuju dengan

Perda parkir berlangganan tersebut. Beberapa Fraksi DPRD mengusulkan untuk menghapus

Perda parkir berlangganan karena DPRD merupakan wakil rakyat sehingga berpihak pada

masyarakat kebanyakan, tentunya beberapa Fraksi DPRD yang mengusulkan untuk

menghapus Perda parkir berlangganan berpihak pada masyarakat untuk mendapatkan

dukungan suara dari masyarakat. Sementara kepentingan Pemkab Sidoarjo sendiri dapat

dilihat ketika Peraturan daerah yang di buat oleh Pemkab Sidoarjo tentang parkir

berlangganan banyak memberikan pemasukan untuk pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo.

Formulasi Kebijakan Publik : Landasan Teori

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk

mengatasi kesalahan tertentu dengan melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai

tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu

kebijakan tertentu. Dalam penelitian ini kebijakan parkir berlangganan di buat untuk

mengatasi kesalahan dalam pelaksanaan parkir berlangganan yang dilakukan oleh Pemkab

Sidoarjo, dimana Pemkab Sidoarjo mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan

tugas pemerintahan daerah dan pembangunan.

Thomas R. Dye mendefisinikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang

dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah

kehidupan bersama tampil berbeda. Harlod Laswell mendefinisikannya sebagai suatu

program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktek-

praktek tertentu. Card I. Friedrick mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan yang

diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan

ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk

memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai

tujuan tertentu. David Easton melukiskan sebagai pengaruh (impact) dari aktivitas

pemerintah. Dari beberapa pengertian kebijakan publik sebelumnya dapat ditemukan lebih
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dari selusin definisi dari kebijakan publik, dan tidak ada dari satu definisi tersebut yang

keliru, semuanya benar dan saling melengkapi.

Kebijakan publik, hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan

bersama seperti yang dikemukakan diatas untuk mencapi tujuan (misi dan visi) bersama yang

telah disepakati. Dengan melihat diatas kita dapat melihat bahwa terdapat tiga kegiatan pokok

yang berkenaan dengan kebijakan publik,yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan

dan evaluasi kebijakan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori formulasi kebijakan publik, dimana

formulasi kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena disini dirumuskan batas-

batas kebijakan itu sendiri. Untuk itu pertama kali harus disadari beberapa hal hakiki dari

kebijakan publik.

Pertama, bahwa kebijakan publik ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap

kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri. Keynes memperkenalkan

kebijakan pemerintah untuk mengatasi ekonomi malaise yang dialami oleh Amerika Serikat

di tahun  1932. Kebijakan publik untuk menjaga kesinambungan kehidupan bersama,

khususnya yang menjadi fokus Keynes dan para pengikutnya dibidang ekonomi.

Kenyataan ini yang sering menjadi kekeliruan paling dasar dari pembuat kebijakan

publik khususnya yang berlatar belakang dunia akademis yang mengendaikan semua dalam

kondisi ideal. Sebagian besar dari kebijakan publik berada pada domain ideal yaitu, berusaha

memecahkan seluruh permasalahan sampai ke detail dan tidak memberi ruang gerak bagi bias

kebijakan, bias implementasi, bias evaluasi yang secara kontekstualitas memberi ruang

kepada  lembaga publik dan masyarakat untuk masuk memberikan peran komplementernya.

Pembahasan

Kebijakan parkir berlangganan di Sidoarjo pada awalnya ada dalam Perda nomor 1 tahun

2006 tentang retribusi parkir, yang kemudian pada tahun 2012 Perda tersebut diperbaharui

pada Perda nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir. Pada awal pembuatan

kebijakan parkir berlangganan di Sidoarjo karena adanya rapat bersama para eksekutif yang

melihat bahwasannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi parkir non

berlangganan bocor akibat banyaknya parkir liar.Dishub sebagai Satuan Perangkat Kerja

Daerah (SKPD) yang membidangi retribusi parkir membuat inovasi baru pada penarikan

retribusi parkir melalui kebijakan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud adalah
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penarikan retribusi parkir secara berlangganan. Dishub sebagai inisiator kebijakan parkir

berlangganan merencanakan dengan mempertimbangkan untuk bersama pihak internal

Dishub yang membidangi retribusi parkir dalam hal ini adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT)

parkir.. Setelah dipertimbangkan dengan sangat matang dengan pihak internal, kemudian

Dishub membawa rancangan kebijakan parkir berlangganan kepada bagian hukum Pemkab,

yang selanjutnya akan dibahas dan dimatangkan dengan menghadirkan SKPD yang memang

terkait dengan kebijakan parkir berlangganan tersebut. Dengan banyak pertimbangan yang

matang dan akhirnya dinilai sudah layak untuk dimasukkan dalam Rancangan Peraturan

Daerah (Raperda), maka kebijakan parkir berlangganan dibawa pada Bupati Sidoarjo untuk di

setujui. Setelah sampai pada Bupati dan disetujui, selanjutnya akan dibawa pada DPRD

Sidoarjo untuk mendapat legitimasi dijadikan Perda.

Saat awal terbentuknya Perda nomor 1 tahun 2006 tidak langsung dijalankan.

Terdapat tarik ulur kepentingan antara Dispenda Jatim, Pemkab Sidoarjo, dan Polres

Sidoarjo, masing-masing pihak mempunyai kepentingan dalam hal pembagian hasil pada

retribusi parkir berlangganan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang diwakili oleh Dinas

Pendapatan Daerah (Dispenda) disini mempunyai kepentingan sebagai SKPD provinsi yang

berhak mendapatkan jatah retribusi untuk menambah PAD provinsi dimana Kabupaten

Sidoarjo sebagai salah satu kabupaten yang berada di wilayah Jawa Timur, jadi Dispenda

mendapat jatah karena memang penarikan retribusi parkir berlangganan ini sumber daya yang

ada di Jawa Timur. Sedangkan kepentingan Pemkab Sidoarjo untuk menekan bocornya

pendapatan retribusi parkir dan untuk peningkatan PAD, dimana PAD diambil memanfaatkan

sumber daya yang ada di daerahnya. Pada awalnya masing-masing pihak meminta jatah

retribusi tinggi. Dispenda jatim meminta 15% Polres 7,5% lalu sisanya Pemkab Sidoarjo.

Hingga akhirnya pada tahun 2009 dibuatlah Nota Kesepahaman (MOU) tentang pelaksanaan

fasilitas pungutan retribusi parkir berlangganan kendaraan bermotor di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam MOU mengatur bagi hasil pemungutan retribusi parkir berlangganan untuk Pemprov

Jatim sebesar 13%, untuk Polres Sidoarjo 5% dan untuk Pemkab Sidoarjo 82%. Setelah

MOU ada barulah parkir berlangganan berjalan dan terlaksana setelah 3 tahun terbentuknya

perda nomor 1 tahun 2006 tentang retribusi parkir yang didalamnya ada kebijakan penarikan

retribusi parkir secara berlangganan.

Setelah berjalannya kebijakan parkir berlangganan di Sidoarjo, dampaknya bagi

Sidoarjo adalah meningkatnya PAD kabupaten Sidoarjo. Retribusi parkir berlangganan

membuat PAD Sidoarjo meningkat, pada tahun 2009 pendapatan dari parkir berlangganan
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saja mencapai Rp. 11.125.327.250, pada tahun 2010 pendapatan dari parkir berlangganan

mencapai Rp. 18.779.000.000, pada tahun 2011 pendapatan dari parkir berlangganan saja

mencapai Rp. 23.927.981.000, pada tahun 2012 pendapatan dari parkir berlangganan saja

mencapai Rp. 19.151.745.000, pada tahun 2013 s/d september pendapatan dari parkir

berlangganan saja mencapai Rp 18.378.931.000.Namun peningkatan PAD di Sidoarjo pada

sektor retribusi parkir berlangganan tidak disertai dengan baiknya pelaksanaan parkir

berlangganan di Sidoarjo. Setelah tiga tahun pelaksanaan parkir berlangganan banyak

masyarakat mengeluh sejak berjalannya kebijakan parkir berlangganan di Sidoarjo, seperti

masih ditariknya kendaraan bermotor plat W untuk bayar parkir oleh juru parkir. Kemudian

muncullah berbagai tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk mengkaji ulang perda

tersebut. Akhirnya Pemkab Sidoarjo membuat peraturan mengenai pajak daerah dan retribusi

daerah, dengan itu bersamaan Pemkab Sidoarjo kemudian pada tahun 2011 akhir membuat

Perda nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir, yang akhirnya digedok oleh

Pemkab Sidoarjo pada tahun 2012. Namun dalam Perda tersebut jelas dan nyata tidak ada

perubahan yang signifikan mengenai pembahasan tentang parkir berlangganan, padahal

banyak tuntutan yang tertuju pada parkir berlangganan. DPRD sebagai wakil rakyat yang

bersentuhan langsung dalam pembuatan kebijakan pun akhirnya tetap mengesahkan Perda

nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir tanpa mengubah peraturan pada pasal

parkir berlangganan.

Alasan pemrintah tetap memasukkan parkir berlangganan ke dalam perumusan kembali

Perda tersebut untuk menggali PAD untuk pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Mereka juga

berpendapat, kalau memang kebijakan parkir berlangganan dihapuskan kabupaten Sidoarjo

akan menggali PAD dengan nilai tinggi darimana lagi. Memang jika kebijakan parkir

berlangganan dihapuskan, maka PAD untuk pembangunan di Sidoarjo akan berkurang. Kalau

di hapuskan dengan menaikkan potensi PAD lain seperti menaikkan pajak-pajak yang lain

tidak bisa, karena memang sudah ada peraturan yang mengatur diatasnya. Parkir

berlangganan tidak dihapuskan dan tidak ditambahkan pasal pada kebijakan parkir

berlangganan. karena memang PAD yang sebagian besar berasal dari retribusi parkir

berlangganan sangat berpotensi untuk pembangunan. Maka dari itu disahkan kembali

kebijakan parkir berlangganan pada Perda nomor 2 tahun 2012 memang karena faktor

ekonomi yaitu untuk peningkatan PAD, dimana PAD nantinya akan dibuat untuk

pembangunan kota Sidoarjo.
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Penutup

Kebijakan parkir berlangganan ada dalam Perda nomor 1 tahun 2006 yang kemudian

diundangkan kembali dalam Perda nomor 2 tahun 2012. Pada Perda nomor 1 tahun 2006

kebijakan parkir berlangganan dibuat oleh Pemkab Sidoarjo karena melihat bocornya PAD

pada retribusi parkir, yang penyebabnya masih banyaknya parki-parkir liar atau jukir-jukir

liar yang nakal. Pada Perda nomor 2 tahun 2012 kebijakan parkir berlangganan kembali

dimasukkan dalam Perda dan kembali diadakan karena adanya MOU yang mengatur

pelaksanaan parkir berlangganan. Proses pembuatan kebijakan parkir berangganan di

Sidoarjo melalui proses dimana dalam pembentukan kebijakan parkir berlangganan  dibuat

melalui tahap identifikasi masalah, agenda-setting, merumuskan masalah kebijakan,

legitimasi kebijakan. Proses pembuatan kebijakan parkir berlangganan ada dalam Perda

nomor 1 tahun 2006 yang kemudian diundangkan kembali dalam Perda nomor 2 tahun 2012.

Pelaksanaan parkir berlangganan baru pada tahun 2009 setelah adanya MOU yang

mengatur pelaksanaan parkir berlangganan, dimana MOU tersebut di tandatangani oleh

ketiga pihak Bupati Sidoarjo, Dispenda Jatim, dan Polres Sidoarjo. Setelah dilaksanakan

hingga tahun 2011 PAD Kabupaten Sidoarjo naik, namun pada pelaksanaannya ternyata

masih banyaknya masyarakat yang komplain mengenai parkir berlangganan. DPRD pun

mengkritik kebijakan parkir berlangganan dalam Perda nomor 1 tahun 2006, Hingga pada

akhirnya Pemkab Sidoarjo membuat Perda nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan

parkir. Dalam pembuatan Perda terjadi banyak perdebatan, banyak hujan interupsi , dan

tentunya banyak kepentingan DPRD yang mewakili para konstituennya untuk mencabut

Perda. Namun eksekutif dalam hal ini Dishub memiliki alasan kuat untuk tetap mengadakan

parkir berlangganan karena PAD dari retribusi parkir berlangganan cukup besar, dan

dampaknya pada pembangunan, yang mana pembangunan itu untuk masyarakat Sidoarjo. Ini

yang kemudian Voting dilakukan oleh DPRD untuk menetapkan kebijakan parkir

berlangganan tetap dimasukkan dalam Perda nomor 2 tahun 2012 DPRD juga

mempertimbangkan aspek hukum adanya MOU yang masa kerjanya 10 tahun. Tidak pada

aspek hukum saja, DPRD mempertimbangkan karena Aspek ekonomi juga tentang

peningkatan PAD untuk pembangunan Sidoarjo, sumber PAD dari parkir berlangganan

memang cukup besar sehingga penghasilan dari parkir belrangganan untuk pembangunan

Sidoarjo. Hingga pada akhirnya DPRD sepakat untuk tetap mengadakan parkir berlangganan

dalam pasal yang ada di Perda nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir.
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Desakan dari eksekutif karena faktor ekonomi dan pertimbangan aspek hukum yang

mengatur di atasnya membuat Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo tetap mengadakan kembali

parkir berlangganan dan memasukkannya pada Perda nomor 2 Tahun 2012.adanya politisasi

kebijakan parkir berlangganan ketika pemerintah Kabupaten Sidoarjo tetap mengadakan dan

memasukkan kebijakan parkir berlangganan pada Perda nomor 2 tahun 2012 dengan tidak

merespon tuntutan masyarakat untuk menghapus atau menambahkan penjelasan

bahwasannya parkir berlangganan itu wajib atau tidak. Ini dikarenakan adanya keberpihakkan

agen pembuat kebijakan terhadap peraturan yang ada, dimana kebijakan parkir berlangganan

ini tetap diadakan dalam Perda nomor 2 tahun 2012 karena voting beberapa fraksi di DPRD

menunjukkan banyak yang setuju untuk mempertahankan kebijakan parkir berlangganan

tersebut. tuntutan masyarakat sehingga tidak terlalu dihiraukan, namun realitasnya kebijakan

untuk bayar parkir secara berlangganan itu diwajibkan, karena pembayarannya menjadi satu

dengan membayar pajak STNK.

Ketika masyarakat Sidoarjo membayar pajak STNK, pembayarannya sudah termasuk

dengan parkir berlangganan, jika tidak membayar parkir berlangganan STNK tidak dapat

keluar. Ini menunjukkan jelas bahwa pada realitas di lapangan, kebijakan membayar parkir

berlangganan menjadi sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat Sidoarjo.

Padahal dalam Perda nomor 1 tahun 2006 dan Nomor 2 tahun 2012 parkir berlangganan

merupakan retribusi yang penarikannya dilakukan secara berlangganan. Padahal retribusi

sendiri merupakan tarikan suka rela tanpa ada paksaan. Akan tetapi realitasnya yang ada

retribusi parkir di Sidoarjo beralih dari retribusi menjadi pajak dimana pembayarannya

menjadi wajib setiap tahunnya bersama dengan perpanjangan pajak STNK kendaraan

bermotor. Ini menunjukkan sekali bahwasannya adanya politisasi kebijakan parkir

berlangganan di Sidoarjo yang mana seharusnya retribusi parkir ditarik suka rela tapi beralih

menjadi pajak yang setiap tahunnya wajib untuk dibayarkan.
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